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ABSTRAK

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak
pidana yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Rumusan masalah dalam tesis
ini adalah bagaimana pengaturan hukum perampasan kendaraan bermotor dengan
kekerasan, bagaimana penegakan hukum perampasan kendaraan bermotor dengan
kekerasan yang dilakukan geng motor oleh Kepolisian Sektor Medan Sunggal,
bagaimana hambatan dan upaya dalam menanggulangi pencurian kendaraan
bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum
Kepolisian Sektor Medan Sunggal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang
diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Sektor Medan Sunggal
sedangkan data sekunder adalah KUHP. Alat pengumpul data adalah penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh
kesimpulan bahwa hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor
dengan kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Kepolisian
Sektor Medan Sunggal yaitu masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-
penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait
dan dilaksanakan secara menyeluruh. Upaya Kepolisian Sektor Medan Sunggal
dalam menanggulangi adalah melakukan upaya pre-emtif, preventif serta upaya
refresif.

Kata Kunci: Perampasan, kekerasan, Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT
From a legal perspective, theft with violence is a criminal act that is disturbing and
detrimental to society. The formulation of the problem in this thesis is how to
regulate the law regarding violent confiscation of motor vehicles, how to enforce
the law regarding violent confiscation of motor vehicles committed by motorbike
gangs by the Medan Sunggal Sector Police, what are the obstacles and efforts in
overcoming violent motor vehicle theft perpetrated by Motorcycle Gangs in
jurisdiction of the Medan Sunggal Sector Police. This research is empirical
juridical research. The data source in this research is primary data, namely data
obtained directly from research at the Medan Sunggal Sector Police, while
secondary data is the Criminal Code. Data collection tools are library research
and field research. Based on the discussion, it was concluded that the obstacle in
overcoming violent motor vehicle theft carried out by Motorcycle Gangs in the
jurisdiction of the Medan Sunggal Sector Police is that there is still a lack of
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intensive legal education that is integrated and periodic between all related
elements and carried out comprehensively. The efforts of the Medan Sunggal Sector
Police in dealing with it are carrying out pre-emptive, preventive and repressive
efforts.

Keywords: Robbery, violence, motorized vehicles.

PENDAHULUAN

Masalah sosial yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan
adalah prilaku tindak kekerasan. Masalah ini selalu beriringan dengan tingkat
kemajuan suatu masyarakat. Di daerah perkotaan masalah prilaku kekerasan
cenderung lebih menonjol di bandingkan dengan daerah pedesaan, baik secara
kualitas maupun kuantitas. Hal inilah yang menuntut kesigapan dan kecermatan
aparat kepolisian untuk lebih memberikan perhatian ekstra menyangkut tindak
pidana ini.

Indonesia sebagai negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi
sebuah tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-
lain. Sama halnya dengan kekerasan dan kejahatan di jalan raya walaupun sudah
ada aturan yang sah tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat saja
terjadi di Indonesia sebagai negara hukum.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk kejahatan sudah demikian merebak
dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai
kejahatan yang sering terjadi dijalanan menyebabkan keresahan kepada masyarakat
dalam menjalani kehidupannya. Rutinitas masyarakat yang berpergian dari satu
tempat ketempat lain untuk menjalani aktifitasnya sehari-hari menjadi lahan
kejahatan yang baru bagi banyak pelaku kejahatan. Kejahatan seperti penganiayaan,
pemerkosaan, penipuan, hingga perampasan barang yang belakangan ini lebih
populer disebut kejahatan begal atau pencurian dengan kekerasan sebagai salah satu
yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini, terkhusus di wilayah hukum
Kepolisian Sektor Medan Sunggal.

Menurut ilmu sosiologi hukum keberadaan pelaku begal tersebut didorong
oleh kondisi ekonomi pelaku, banyak pelaku begal merupakan anak-anak yang
dibawah umur yang berasal dari keluarga menengah kebawah dan terpengaruhi oleh
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lingkungan pergaulan modern yang serba instan. Ketidak mampuan beradaptasi
dengan kondisi pergaulan modern menjadi penyebab utamanya.

Selain itu banyak pula pelaku begal tidak mempunyai pekerjaan dan
penghasilan yang cukup, sehingga oknum tersebut menjadi pelaku kekerasan dan
perampokan yang dilakukan dijalan untuk mendapatkan uang dengan cepat.
Kejahatan begal ini di identikkan dengan berbagai kasus kekerasan dijalanan,
namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal diartikan sebagai
perampasan di jalan, artinya kejahatan begal ini disama artikan dengan kasus
pencurian dengan adanya unsur paksaan yang terjadi dijalanan, dan dalam kasusnya
tidak jarang ditemukan begal yang dibarengi dengan tindakan penganiayaan untuk
memuluskan kejahatannya.

Kejahatan begal ini adalah kejahatan yang sering dilakukan oleh criminal
pengendara bermotor atau biasa disebut dengan geng motor dikarenakan jumlah
dari pelaku yang biasanya melebihi satu orang dan menjadikan motor sebagai alat
transportasinya. Transformasi geng motor yang dulu terkesan eksklusif perlahan
terkikis dikarenakan perilaku anarkis geng motor yang kerap dikaitkan dengan
kejahatan begal.

Perampasan kendaaran oleh begal dengan kekerasan dalam perspektif
hukum merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dan merugikan
masyarakat. Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan status
kota metropolitan, juga tidak luput dari tindak kekerasan. Tindak perampasan
sepeda motor yang didahului kekerasan kepada korbannya sudah banyak terjadi
tidak terkecuali di wilayah hukum Polsek Medan Sunggall.

Kejahatan jalanan sudah sangat menakutkan. Modus dalam kejadian
perampasan motor mula-mula pelaku memepet sasaran di jalanan sepi, kemudian
ketika korban sudah tidak ada ruang untuk bergerak, para pelaku perampasan
tersebut menakut-nakuti dengan celurit atau parang, sehingga para korban biasanya

akan pasrah motornya dibawa kabur oleh begal tersebut.

METODE PENELITIAN
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Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan
menggunakan metode ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis
normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang
dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan
dengan cara penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca,
memgeng motori dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan sumber lain.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis,
maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan,
menelaah, menjelaskan serta menganalisa diskresi  kepolisian  dalam
menanggulangi tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dihubungkan dengan peraturan
perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan
suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran
tertentu yang bertujuan untuk memgeng motori suatu hukum tertentu dengan jalan
menganalisanya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan
yang berlaku mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka
dalam proses pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan serta meneliti dan
menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam
hubungannya dengan diskresi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana lalu
lintas dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan hilangnya nyawa
orang lain.

Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,
sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam
pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data
primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari
hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tertier.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya
diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat
menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan
hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak
pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP)
yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan
yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan
hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya
diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah
dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana
positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi
menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan
pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk
mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada
memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut
adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah
perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa
pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat
daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Perampasan adalah tindakan mengambil atau merebut sesuatu secara paksa
atau dengan kekerasan dari pemiliknya. Tindakan ini sering dilakukan dengan
tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.
Tindakan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam konteks kriminal
maupun dalam konteks politik atau sosial. Dalam konteks kriminal, sering terjadi
dalam bentuk pencurian atau perampokan. Pencuri atau perampok akan
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mengambil barang
berharga atau uang dari korban.

Kata pencurian berasal dari kata dasar yang mendapat awalan me- dan

akhiran-an. Menurut WJS. Poerwardarminta: “Pencuri berasal dari kata dasar curi
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yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang
melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah
orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam
dengan jalan yang tidak sah.”

Pengertian pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana adalah sebagai
berikut: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum,
diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku Il Pasal
362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui
dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab
undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP
dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang
diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil”
barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah
pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan
kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah
setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur
tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362
KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana
pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru
dipegeng saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan

pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.
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Selanjutnya Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan
pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian
dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Hal ini tidak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal
362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam
kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di
masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara
pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai
makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah
perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun
perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum
seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan dalam artian
antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman
kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi,
maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian
biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama
dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan
kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului,
disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk
mempermudah dalam melakukan aksinya.

Pelaku pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan sebagian besar
dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku
mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari
tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga

menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami
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kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan
kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan.

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan
kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada
tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara
baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas
masing-masing, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri. Modus
operandi tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan di jalan
dilakukan dengan cara pelaku membuntuti korban dan apabila melawan maka
dibacok. Modus operandi dalam pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan
dilakukan dengan perempuan berperan sebagai umpan untuk melakukan pencurian
dengan kekerasan.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka harus diberikan
sanki atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan
hukum terhadap pelaku dengan kekerasan. Secara konseptional, maka inti dan arti
penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk
mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau
manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum
diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa
hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam
masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan
hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian
hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan

penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat
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penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas,
kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum
menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja
sama yang baik.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat
merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah
(negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya
dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma
yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh
negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana
merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin
sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan
masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif
(pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan
diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat
atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-
ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang
utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan
manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan
petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau
tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau
tidak.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya
itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat
dari  sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan
dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut
melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan

hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan
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bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada
kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu
dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang
telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini
dia mempunyai kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk
membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini
sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur
kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada
umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali
kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak
normal.

Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap
keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya
masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak
berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan
berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipertanggung
jawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu
pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan
pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.
KESIMPULAN

Faktor penyebab Geng Motor melakuan perampasan kendaraan bermotor
dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal adalah
pelaku melakukan perampasan kendaraan bermotor untuk dijual guna mendapatkan
uang, pelaku mempunyai banyak utang di mana-mana, adanya kesempatan atau
peluang untuk melakukan perampasan kendaraan bermotor yang melakukan
aktivitasnya pada malam hari, pengendara melewati tempat-tempat yang rawan dan
sunyi sehingga memudahkan pelaku perampokan melakukan aksinya melakuan

perampasan kendaraan bermotor.
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Upaya aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam
menanggulangi perampasan kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan
oleh Geng Motor adalah dengan upaya preventif (pencegahan) yaitu dengan
meningkatkan patroli di kawasan yang rawan terjadinya tindak pidana,
menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, dan melalui rute yang aman.
Upaya represif (penindakan) yaitu melakukan analisa data residivis, membentuk
tim khusus guna mengungkap, melakukan analisis dan evaluasi tiap kejadian yang
terjadi.

Hambatan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor dengan
kekerasan yang dilakukan oleh Geng Motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor
Medan Sunggal yaitu masih kurang intensif mengadakan penyuluhan-penyuluhan
hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan
dilaksanakan secara menyeluruh, kurangnya pemahaman warga tentang hukum.
Upaya Kepolisian Sektor Medan Sunggal dalam menanggulangi  pencurian
kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor
adalah melakukan upaya pre-emtif yang dilakukan dengan cara melakukan
sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat, upaya preventif dengan
melakukan Patroli rutin serta melakukan deteksi dini terhadap pelaku-pelaku
kejahatan pencurian dengan mengumpulkan informasi dari informan dan
melakukan pencatatan atau identifikasi pelaku kejahatan pencurian termasuk
kelompok dan sindikatnya serta upaya refresif yaitu dengan dengan memberikan

sanksi-sanksi pidana.
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